
 
 

PERATURAN MENTERI  

 

 

 

 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASIBIROKRASIREPUBLIKINDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN2014 

 

TENTANG 
 

PEDOMANEVALUASIREFORMASIBIROKRASI 

INSTANSIPEMERINTAH 

 

 

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
 

MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN 

REFORMASIBIROKRASIREPUBLIKINDONESIA, 

 

 
 

Menimbang : a.  bahwa pelaksanaanreformasi birokrasi sebagaimana 

diamanatkandalamPeraturanPresidenPasal5Nomor 

81 Tahun 2010tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi  2010  -  2025,  perlu   dilakukan  evaluasi 

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi; 

 

b. bahwa hasil evaluasi internal yang dilakukan secara 

mandiri oleh masing-masing instansi, dan hasil evaluasi 

eksternal yang dilakukan oleh tim Quality Assurance, 

perlu diselaraskan   metodologi   penilaiannya,   agar 

memperoleh hasil yang valid dan akurat; 

 

c. bahwauntukmenselaraskanhasilevaluasisebagimana 

dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu menetapkan 

Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi   tentang   Pedoman   Evaluasi 

ReformasiBirokrasi Instansi Pemerintah;
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Mengingat      : 1.  Undang-Undang  RepublikIndonesiaNomor28Tahun 

 

1999 tentang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebasdari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 

Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
 

Indonesia Nomor 3851); 
 

2.  Undang-Undang  RepublikIndonesia  Nomor25Tahun 
 

2004   tentang   Sistem   Perencanaan   Pembangunan 
 

Nasional(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 
 

2004Nomor14,TambahanLembaranNegaraRepublik 
 

Indonesia Nomor 4421); 
 

3. Undang-Undang RepublikIndonesia 17 Tahun 2007 

tentang Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang 

Nasional Tahun2005- 2025 (LembaranNegara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 

4.  Undang-Undang  RepublikIndonesia  Nomor25Tahun 
 

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun2009 Nomor112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

 

5.  Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 
 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik  IndonesiaTahun  2014  Nomor  6,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

6.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  81 
 

Tahun2010tentangGrandDesignReformasiBirokrasi 
 

2010-2025; 
 

7.  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14 
 

Tahun 2010tentang PembentukanKomite Pengarah 

ReformasiBirokrasiNasionaldan TimReformasi Birokrasi 

Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  

Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  23 

Tahun 2010;
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8.  Keputusan   Presiden   Republik   Indonesia   Nomor 

 

59/P/2011mengenaiPenunjukanPejabatMenteripada 
 

Kabinet Indonesia Bersatu II; 
 

9.  InstruksiPresidenRepublikIndonesiaNomor1Tahun 
 

2010   tentang   Percepatan   Pelaksanaan   Prioritas 
 

Pembangunan Nasional Tahun 2010; 
 

10.Peraturan   Menteri   Negara   Pendayagunaan Aparatur 

NegaradanReformasiBirokrasiNomor 20Tahun2010 

tentang Road Map ReformasiBirokrasi 2010-2014; 

 

11.Peraturan   Menteri   Negara   Pendayagunaan Aparatur 

NegaradanReformasiBirokrasiNomor 11Tahun2011 

tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi 

Birokrasi; 

 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

 
Menetapkan : PERATURAN  MENTERI  PENDAYAGUNAAN  APARATUR 

NEGARA DAN   REFORMASI   BIROKRASI   TENTANG 

PEDOMANEVALUASI REFORMASI BIROKRASIINSTANSI 

PEMERINTAH. 

 
 

 
Pasal 1 

 
PedomanEvaluasiReformasiBirokrasiInstansiPemerintah 

merupakan instrument: 

 

a. bagi  asesor  instansi  pemerintah  dalam  melakukan 

penilaian mandiri  kemajuan  pelaksanaan  reformasi 

birokrasi pada instansi pemerintah; 

 

b. bagievaluatoreksternaldalammelakukanvalidasiatas 

hasilpenilaianmandirikemajuanpelaksanaan reformasi 

birokrasi yang dilakukan oleh asesor.
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Pasal 2 

 
(1) Pedoman   Evaluasi   Reformasi   Birokrasi   Instansi 

Pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1, 

terdiri dari: 

 

a.  PedomanPenilaianMandiriPelaksanaanReformasi 
 

Birokrasi; 
 

b.  Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
 

Reformasi Birokrasi Secara On-line; 
 

c.  PedomanEvaluasiEksternalPelaksanaanReformasi 
 

Birokrasi Instansi Pemerintah. 
 

(2) Pedoman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), 

merupakan lampiran  yang  tidak  terpisahkan  dari 

PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasiini. 

 

 
 

Pasal 3 
 

(1) PenilaianMandiriPelaksanaanReformasiBirokrasi, 

dilaksanakan oleh  timyang  dikoordinasikan  oleh 

InspekturJenderal, InspekturUtama, Inspektur,atau 

kepala unit   pengawasan   internal   instansi   yang 

menggunakan nama lain. 

 

(2)  Keanggotaantimsebagaimanadimaksudpadaayat(1) terdiri 

dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja. 

 

(3) Ketentuan teknisyang diperlukan ditetapkan oleh 

pimpinan instansi masing-masing. 

 

Pasal 4 
 

(1) Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, 

disampaikan  secara      resmi      olehSekretaris 

Kementerian/Lembaga/Daerah atau   pejabat   yang 

memimpin unit     sekretariat     kepada     Menteri
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Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi 

 

Birokrasi 
 

(2)Hasil penilaian secara mandiri pelaksanaan reformasi 

birokrasi sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) 

disampaikan secara on-line. 

 

(3)Apabila tidak dapatdisampaikan secaraon-line, hasil 

penilaiandapat disampaikan dalam bentuk dokumen. 

 

Pasal 5 
 

(1)  Hasilpenilaianmandiripelaksanaanreformasibirokrasi 

akan dievaluasi  secara  eksternal  untuk  dilakukan 

verifikasidan validasi olehKementerianPendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 

(2) Dalammelaksanakanevaluasieksternalsebagaimana 

dimaksud pada ayat (1),Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidapat dibantu 

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi 

 

(3) Penugasanevaluasiditetapkanmelaluisurattugas 

Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan 

Reformasi Birokrasi. 

 

 
 

Pasal 6 
 

Kementerian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasimenyusun profil nasional pelaksanaan 

reformasi birokrasi berdasarkan hasil evaluasi eksternal. 

 

Pasal 7 
 

DenganberlakunyaPeraturanMenteri ini,makaPeraturan 

MenteriNegaraPendayagunaan AparaturNegaraNomor 

PER/19/M.PAN/11/2008  tahun 2008 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah; 

Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negaradan 

ReformasiBirokrasiNomor1Tahun2012tentangPedoman
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Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor31 Tahun 2012 tentangPetunjuk 

TeknisPenilaianMandiriPelaksanaan ReformasiBirokrasi 

Secaraon-line, dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 
 

Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan 
 

Reformasi Birokrasi ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agarsetiaporang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan  Peraturan  Menteri  inidengan 

penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia. 

 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
 

pada tanggal 30 April 2014 
MENTERI 

 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASIBIROKRASI 

REPUBLIKINDONESIA, 

 

ttd 

AZWAR ABUBAKAR 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 20 Agustus 2014 
 

MENTERIHUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA 

REPUBLIKINDONESIA, 

 
 ttd 
AMIR SYAMSUDIN 
 

BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1168 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, 

 

 

Herman Suryatman 

 



 

 
 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

LAMPIRAN 1 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATURNEGARA DAN REFORMASI 

BIROKRASIREPUBLIKINDONESIA NOMOR14 

TAHUN 2014TENTANGPEDOMANEVALUASI 

REFORMASI BIROKRASI INSTANSI 

PEMERINTAH 
 

 
 

PEDOMAN 
PENILAIAN MANDIRIPELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

 

 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang 
 

PelaksanaanReformasiBirokrasisebagaimanadiamanatkandalamPeraturan 

PresidenNomor81tahun2010tentangGrandDesignReformasiBirokrasi 

2010-2025sudah memasukitahunke4(empat)dan sudahdilaksanakan hampir 

pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah.Agar 

pelaksanaan  reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang 

telah  ditetapkan, maka  perlu  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi  berkala 

untuk mengetahuisejauh mana kemajuan dari hasilpelaksanaannya. 

Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan 

masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi 

pelaksanaan reformasi birokrasi periode atau tahun berikutnya. 
 

Padatahun2012,  KementerianPANdanRBtelahmenetapkanPenilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB)yang digunakan sebagai instrumen  

untuk  mengukur  kemajuan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi 

secaramandiri(self-assessment).Sejalandengan perkembangan pelaksanaan 

reformasi birokrasi, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi 

dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya 

penyempurnaan. Penyempurnaan mencakup: (1) penekanan fokus penilaian 

pelaksanaan   reformasi  birokrasi  pada   area   perubahan   yang   sudah 

ditetapkan, (2)perubahan terhadap sistemon-linedan petunjuk teknisnya, serta 

(3) perlunya dilakukan evaluasi eksternal untuk memvalidasi/memverifikasi  

hasil  penilaian  mandiri  yang dilakukan  oleh setiap instansi pemerintah 

dengan menggunakan sistemselfassessment.
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Penyempurnaan juga dimaksudkanuntuk mengintegrasikan instrumen 

evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam satu instrumenyang dapat 

digunakanbaikolehUnitPengelolaReformasiBirokrasiNasional(UPRBN), 

TimQuality Assurance(TQA)danTimIndependen ReformasiBirokrasi Nasional 

(TIRBN). Dengan  demikianpenilaian terhadap  kemajuan pelaksanaan 

reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan lebih obyektif. 
 

 

B.  Maksud dan Tujuan 
 

1. Pedoman PMPRBdimaksudkan untuk memberi panduan bagi asesor 

dalam: 
 

a.  Memahami tujuanPMPRB dan penetapan ruang lingkup PMPRB; 
 

b. Memahamistrategipenilaiandanmetodologiyangdigunakandalam 

penilaian mandiri; 
 

c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam 

proses penilaian; 
 

d. Menyusunrencanaaksitindaklanjutatashasilpenilaianmandiri untuk 

perbaikan pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di 

lingkungan instansi pemerintah periode berikutnya; 
 

e.  MemahamiprosespengolahandatadanpenyusunanLaporanHasil 

Penilaian Mandiri; 
 

f.   Memahamimekanisme pelaporan; 
 

2.    Adapun tujuan dilakukan PMPRB, adalah untuk: 
 

a. Memperoleh  informasi  tentang pelaksanaanreformasibirokrasidi 

lingkugan internalinstansi pemerintah; 
 

b. Menggambarkanpelaksanaandanpencapaianreformasibirokrasidi 

lingkungan internal instansi pemerintah; 
 

c. Memonitor rencanaaksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di 

lingkungan internal instansi pemerintahperiode sebelumnya. 
 

 

C.  Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup penilaianmeliputi : 
 

1. Penilaianpelaksanaanreformasibirokrasidilingkunganinternalinstansi 

pemerintah. 
 

2. Penilaianterhadappelaksanaanreformasibirokrasidilakukandengan 

mempertimbangkan upaya yang telahdilakukan sampaidengan saat 

terakhir pembahasan hasilpenilaian.
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D. Pengertian Umum 

 

1. Agen perubahan(Agent of Change) adalah individu/kelompok yang terlibat 

dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikan-nya. 
 

2. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi 

pemerintah untuk   memberikan   informasi   dan   pelayanan   bagi 

pegawainya,  proses  bisnis,  serta  hal-hal  lainyangberkenaandengan 

pemerintahan. 
 

3. Harmonisasiadalahkeserasianantaraperaturanperundang-undangan 

antarayangsatu  denganyanglainnya,baikyangberbentukvertikal (hierarki

 perundang-undangan)   ataupun   horizontal   (perundang- 

undangan yang  sederajat).  Keserasian  tersebut,  yakni  tidak  ada 

pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan 

tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat 

ataupun mempertegas dan memperjelas. 
 

4. KegiatanutamaadalahKegiatanyangberhubunganlangsungdengan tugas 

fungsi organisasi. 
 

5. Kertaskerjaadalahlembarisian/jawabanataspertanyaan-pertanyaan 

yangberhubungandenganpenilaian mandiripelaksanaanreformasi 

birokrasi. 
 

6. Konsensus  adalah  proses  untuk  menghasilkan  atau  menjadikan 

kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama. 
 

7. Rolemodeladalahindividuyangbisadijadikancontohdalamprestasi kerjanya, 

pola fikirnya (mind set) dan budaya kerjanya (cultur set) dalam proses 

perubahan 
 

8. Tim asessor adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian 

mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi  di instansi pemerintah. 
 

9. Unitkerjaadalahunitorganisasieselon1danUnitkerjamandiripada 

kementerian/lembaga dan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daaerah  pada 

pemerintah daerah.
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BAB II 

 

MODEL PENILAIANMANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 
 
 

 

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan 

dalampedomaninidisusunatasdasarPeraturanMenteriPANdanRBNomor20 

Tahun 2010 tentangRoad MapReformasiBirokrasiTahun2010–2014.Dalam 

peraturaninidigunakan program-programreformasibirokrasisebagaiunsur 

komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. 
 

Model ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 

 

 
Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang 

dicanangkandalamRoadMapReformasiBirokrasi   2010–2014merupakan proses 

yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran 

peningkatkan kapasitasdanakuntabilitasorganisasi,pemerintahanyangbersih dan 

bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 

Penilaianterhadapsetiapprogramdalamkomponenpengungkit(proses) dan   

sasaran   reformasi   birokrasi   diukur   melalui   indikator-indikator   yang 

dipandang  mewakili  program  tersebut.  Sehingga  dengan  menilai  indikator 

tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang 

berdampak pada pencapaian sasaran.
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A.  Pengungkit (Proses) 

 

1.  Manajemen Perubahan 
 

Manajemen perubahan bertujuan untukbertujuan untuk mengubah 

secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja 

organisasi serta pola pikir dan budayakerja individu atau unit kerja di 

dalamnya  menjadi  lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan dan  sasaran 

reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 
 

a. meningkatnyakomitmenpimpinandanpegawaiinstansipemerintah 

dalam melakukan reformasi birokrasi; 
 

b. terjadinya  perubahan  pola  pikir  dan  budaya  kerja  instansi 

pemerintah; 
 

c. menurunnya  risiko  kegagalan  yang  disebabkan  kemungkinan 

timbulnya resistensi terhadap perubahan. 
 

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini 

digunakan indikator-indikator: 

 

a.  Tim reformasi birokrasi 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 

 
1)  Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk 

 

2) Tim ReformasiBirokrasi telah melaksanakan tugas sesuai 

rencana kerja Tim Reformasi 
 

3) Tim  Reformasi  Birokrasi  telah  melakukan  monitoring  dan 

evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti 
 

b.Road map reformasi birokrasi 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)  Road Maptelah disusun dan diformalkan 
 

2)  Road Maptelah mencakup 8 area perubahan 
 

3)  Road Maptelah mencakup "quickwin" 
 

4) Penyusunan   Road   Map   telah   melibatkan   seluruh   unit 

organisasi 
 

5) TelahterdapatsosialisasidaninternalisasiRoad Mapkepada anggota 

organisasi 
 
 
 

c.Pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)  PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
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2) Aktivitas PMPRBtelah dikomunikasikan pada masing-masing unit 

kerja 
 

3)  Telah dilakukanpelatihan yang   cukup bagi Tim   Asessor 

PMPRB 
 

4) Pelaksanaan PMPRBdilakukan oleh Asesor sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 
 

5) Para asesormencapai konsensus atas pengisian kertas kerja 

sebelummenetapkan nilai PMPRB instansi 
 

6) Koordinator asesorPMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja 

asesorsebelum menyusun kertas kerja instansi 
 

7) Rencanaaksitindaklanjut(RATL)telahdikomunikasikandan 

dilaksanakan 
 

d.Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)Terdapat   keterlibatan   pimpinan   tertinggi  secara   aktif  dan 

berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 

2)Terdapat      media     komunikasi      secara      reguler      untuk 

mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan 

akan dilakukan 
 

3)Terdapat       upaya  untuk     menggerakkan  organisasi  dalam 

melakukanperubahan  melalui  pembentukanagent ofchange 

ataupun rolemodel 
 

 

2.  Penataan Peraturan Perundang-undangan 
 

Penataan  Peraturan  Perundang-undanganbertujuanuntuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan 

yang dikeluarkan olehinstansi pemerintah. Target yang ingin dicapai 

melalui program ini adalah: 
 

a. menurunnya  tumpang  tindih  dan    disharmonisasi  peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh istansi pemerintah; 
 

b. meningkatnya   efektivitas   pengelolaan   peraturan   perundang- 

undangan instansipemerintah. 
 

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini 

digunakan indikator-indikator: 
 

a.  Harmonisasi 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Telahdilakukanidentifikasiperaturanperundang-undanganyang 

tidak harmonis / tidak sinkron 
 

2) Telah dilakukananalisis peraturan perundang-undangan yang 

tidak harmonis / tidak sinkron
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3) Telahdilakukanpemetaanperaturanperundang-undanganyang 

tidak harmonis / tidak sinkron 
 

4) Telahdilakukanrevisiperaturanperundang-undanganyangtidak 

harmonis / tidak sinkron 
 

b.Sistem pengendaliandalam penyusunan peraturan perundang- 

undangan 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah 
 

1) Adanya     sistem     pengendalian     penyusunan     peraturan 

perundangan. 
 

2) Sistem   pengendalian   penyusunan   peraturan   perundangan 

mensyaratkan adanya rapat koordinasi 
 

3) Sistem   pengendalian   penyusunanperaturan   perundangan 

mensyaratkan adanya naskah akademis/kajian/policypaper 
 

4) Sistem   pengendalian   penyusunan   peraturan   perundangan 

mensyaratkan adanya parafkoordinasi 
 

5) Sistem   pengendalian   penyusunan   peraturan   perundangan 

mensyaratkan adanya evaluasi 
 

 

3.  Penataan dan Penguatan Organisasi 
 

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi  dan  efektivitas  organisasi instansi  pemerintah secara 

proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing- 

masing,sehinggaorganisasiinstansipemerintahmenjaditepatfungsi 

dantepatukuran(right sizing).Targetyangingindicapaimelaluiprogram ini 

adalah: 
 

a. Menurunnya tumpangtindih tugas pokok dan fungsi internal instansi 

pemerintah; 
 

b. meningkatnyakapasitasinstansipemerintahdalammelaksanakan tugas 

pokok dan fungsi. 
 

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini 

digunakan indikator-indikator: 
 

a.  Evaluasi 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Telah  dilakukan  evaluasi  yang  bertujuan  untuk  menilai 

ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi 
 

2)  Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi 
 

3) Telah  dilakukan  evaluasi  yang  menganalisis  kemungkinan 

duplikasi fungsi
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4) Telahdilakukanevaluasiyangmenganalisissatuanorganisasi yang 

berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok 
 

5) Telah  dilakukan  evaluasi  yang  menganalisis  kemungkinan 

adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan 
 

6) Telahdilakukanevaluasiyangmenganalisiskesesuaianstruktur 

organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan 
 

7) Telah dilakukanevaluasi atas kesesuaian struktur organisasi 

dengan mandat 
 

8) Telah  dilakukan  evaluasi  yang  menganalisis  kemungkinan 

tumpang tindih fungsi dengan instansilain 
 

9) Telah  dilakukan  evaluasi  yang  menganalisis  kemampuan 

struktur organisasi   untuk   adaptif   terhadap   perubahan 

lingkungan strategis 
 

b.  Penataan 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah 

hasilevaluasitelah ditindaklanjutidenganmengajukanperubahan 

organisasikepadaKementerianPendayagunaan AparaturNegaradan 

Reformasi Birokrasi. 
 

 

4.  Penataan Tatalaksana 
 

Penataantatalaksanabertujuanuntukmeningkatkan efisiensidan 

efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, 

dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.Target yang ingin 

dicapai melalui program ini adalah: 

a. Meningkatnya  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  proses 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan diinstansi pemerintah; 
 

b. Meningkatnya   efisiensi   dan   efektivitas proses   manajemen 
 

 
c. 

pemerintahan diinstansi pemerintah; dan 
 

Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah. 

 

Atas dasartersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini 

digunakan indikator-indikator: 
 

a. Proses bisnisdan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Telahmemilikipetaprosesbisnisyangsesuaidengantugasdan fungsi 
 

2) Peta  proses  bisnis  sudah  dijabarkan  ke  dalam prosedur 
 

 
3) 

operasional tetap (SOP) 
 

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan 
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4) Petaprosesbisnisdanproseduroperasionaltelahdievaluasidan 

disesuaikan dengan  perkembangan  tuntutan  efisiensi,  dan 

efektivitas birokrasi 
 

b.  E-Government 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Sudah  memiliki  rencana  pengembangan  e-government   di 

lingkungan instansi 
 

2) Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan 

internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: 

intranet,  sistem  perencanaan  dan  penganggaran,  sistem 

databaseSDM, dll) 
 

3) Sudah    dilakukan    pengembangan    e-government      untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: 

websiteuntuk penyediaaninformasikepada masyarakat,sistem 

pengaduan) 
 

4) Sudah    dilakukan    pengembangan    e-government      untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam 

tingkatan transaksional   (masyarakat   dapat   mengajukan 

perijinan melaluiwebsite, melakukan pembayaran, dll) 
 

c.  Keterbukaan informasi publik 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Adakebijakanpimpinantentangketerbukaaninformasipublik 

(identifikasiinformasiyang dapatdiketahui oleh publikdan 

mekanisme penyampaian) 
 

2)  Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik 
 

3) Melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan informasi publik 
 

 

5.  Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur 
 

Penataan sistemmanajemen SDMaparatur bertujuan untuk 

meningkatkanprofesionalismeSDM aparaturpadamasing-masing 

instansipemerintah,yangdidukung olehsistemrekrutmendanpromosi 

aparaturberbasiskompetensi,transparan,serta   memperolehgajidan 

bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.Target yang ingin dicapai 

melalui program ini adalah: 
 

a. meningkatnyaketaatanterhadappengelolaanSDMaparaturpada 

masing-masinginstansi pemerintah; 
 

b.  meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM 

aparatur pada masing-masing instansi pemerintah;
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c. meningkatnyadisiplinSDMaparaturpadamasing-masinginstansi 

pemerintah; 
 

d. meningkatnyaefektivitasmanajemenSDMaparaturpadamasing- masing 

instansi pemerintah; dan 
 

e. meningkatnyaprofesionalismeSDMaparaturpadamasing-masing 

instansi pemerintah. 
 

Atas dasartersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini 

digunakan indikator-indikator: 
 

a. Perencanaan  kebutuhan  pegawai  sesuai  dengan  kebutuhan 

organisasi 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)  Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan 
 

2)  Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan 
 

3)  Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan 
 

4)  Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan 
 

5) Perhitungan formasijabatan yang menunjang kinerja utama 

instansi telah dihitung dan diformalkan 
 

b. Prosespenerimaanpegawaitransparan,objektif,akuntabeldan bebas 

KKN 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Pengumuman penerimaandiinformasikan secara luas kepada 

masyarakat 
 

2)  Pendaftarandapatdilakukandenganmudah,cepatdanpasti 

(online) 
 

3)  Persyaratan jelas, tidak diskriminatif 
 

4)  Prosesseleksitransparan,objektif,adil,akuntabeldanbebas 

KKN 
 

5)  Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka 
 

c.  Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)  Telah ada standar kompetensi jabatan 
 

2)  Telah dilakukanasessmentpegawai 
 

3)  Telah diidentifikasikebutuhan pengembangan kompetensi 
 

4) Telah  disusun  rencana  pengembangan  kompetensi  dengan 

dukungan anggaran yang mencukupi
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5) Telah dilakukanpengembangan pegawai berbasis kompetensi 

sesuai dengan  rencana      dan  kebutuhan  pengembangan 

kompetensi 
 

6) Telahdilakukanmonitoringdanevaluasipengembanganpegawai 

berbasis kompetensi secara berkala 
 

d.  Promosi jabatan dilakukan secara terbuka 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)  Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan 
 

2) Promosi  terbuka  pengisian  jabatan  pimpinan  tinggi  telah 

dilaksanakan 
 

3)  Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif 
 

4) Promosi  terbuka  dilakukan  oleh     panitia     seleksi  yang 

independen 
 

5)  Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka 
 

e.  Penetapan kinerja individu 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)  Terdapat penerapanPenetapan kinerja individu 
 

2) Terdapatpenilaiankinerjaindividuyangterkaitdengankinerja 

organisasi 
 

3) Ukuran kinerjaindividu telah memiliki kesesuaian dengan 

indikator kinerja individu level diatasnya 
 

4)  Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik 
 

5) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja 

individu. 
 

6) Hasil penilaiankinerja individu telah dijadikan dasar untuk 

pengembangan karir individu 
 

7) Capaiankinerjaindividutelahdijadikandasaruntukpemberian 

tunjangan kinerja 
 

f.   Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Aturan   disiplin/kode   etik/kode   perilaku   instansi   telah 

ditetapkan 
 

2) Aturan   disiplin/kode   etik/kode   perilaku   instansi   telah 

diimplementasikan



-12 -  
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Adanya   monitoring   dan   evaluasi   atas   pelaksanaan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku instansi 
 

4)  Adanya pemberian sanksi dan imbalan(reward) 
 

g.  Pelaksanaan evaluasi jabatan 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan denganmelihat kondisi apakah: 
 

1) Informasi faktor jabatan telah disusun 
 

2) Peta jabatan telah ditetapkan 
 

3) Kelas jabatan telah ditetapkan 
 

h.  Sistem informasi kepegawaian 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)  Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan 
 

2)  Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai 
 

3)  Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan 
 

4) Sistem informasikepegawaian digunakan sebagai pendukung 

pengambilan kebijakan manajemen SDM 
 

 

6.  Penguatan Pengawasan 
 

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yangbersih dan bebas KKN pada masing-masinginstansi 

pemerintah.Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 
 

a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara 

oleh masing-masing instansi pemerintah; 
 

b. meningkatnyaefektivitaspengelolaankeuangannegarapadamasing- 

masing instansi pemerintah; 
 

c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan 

negara pada masing-masing instansi pemerintah; 
 

d. menurunnya  tingkat  penyalahgunaan  wewenang  pada  masing- 

masing instansi pemerintah. 
 

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini 

digunakan indikator-indikator: 
 

a.  Gratifikasi 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)  Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi
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2)  Telah dilakukan public campaign 
 

3)  Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan 
 

4)  Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi 
 

5)  Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti 
 

b.  Penerapan SPIP 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

a)  Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP 
 

b)  Telah dibangun lingkungan pengendalian 
 

c)   Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi 
 

d) Telah dilakukankegiatan pengendalian untuk meminimalisir 

risiko yang telah diidentifikasi 
 

e) SPItelahdiinformasikandandikomunikasikankepadaseluruh pihak 

terkait 
 

f)   Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern 
 

c.  Pengaduan masyarakat 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

a)  Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat 
 

b)  Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan 
 

c) Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 
 

d) Telah   dilakukan   evaluasi   atas   penanganan   pengaduan 

masyarakat 
 

e) Hasil evaluasiatas penanganan pengaduan masyarakat telah 

ditindaklanjuti 
 

d.  Whistle-blowing system 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

a)  Telah terdapatwhistle-blowing system 
 

b)  Whistle-blowing systemtelah disosialisasikan 
 

c)   Whistle-blowing systemtelah diimplementasikan 
 

d)  Telah dilakukan evaluasi ataswhistle-blowing system 
 

e)   Hasil evaluasi ataswhistle-blowing systemtelah ditindaklanjuti



-14 -  
 

 
 
 
 
 

e.  Penanganan benturan kepentingan 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

a)  Telah terdapatpenanganan benturan kepentingan 
 

b)  Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan 
 

c)   Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan 
 

d) Telah   dilakukan   evaluasi   atas   penanganan   benturan 

kepentingan 
 

e) Hasil evaluasiatas penanganan benturan kepentingan telah 

ditindaklanjuti 
 

f.   Pembangunan zona integritas 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

a)  Telah dilakukan pencanangan zona integritas 
 

b) Telahditetapkanunityangakandikembangkanmenjadizona 

integritas 
 

c)   Telah dilakukan pembangunan zona integritas 
 

d) Telah  dilakukan  evaluasi  atas  zona  integritas  yang  telah 

ditentukan 
 

e)   Telah terdapatunit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju 

WBK/WBBM” 
 

g.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

a)Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan 
 

b)APIPdidukungdenganSDMyangmemadaisecarakualitasdan 

kuantitas. 
 

c) APIP didukung dengan anggaran yang memadai 
 

d)APIP berfokus padaclientdan audit berbasis risiko 
 
 

7.  Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
 

Program ini bertujuan untukmeningkatkan kapasitas danakuntabilitas 

kinerjainstansipemerintah.Targetyangingindicapaimelaluiprogram ini 

adalah: 
 

a.  meningkatnya kinerjainstansi pemerintah; 
 

b.  meningkatnya akuntabilitasinstansi pemerintah. 
 

Atas dasartersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini 

digunakan indikator-indikator:
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a.  Keterlibatan pimpinan 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Apakah   pimpinan   terlibat   secara   langsung   pada   saat 

penyusunan Renstra 
 

2) Apakah   pimpinan   terlibat   secara   langsung   pada   saat 

penyusunan Penetapan Kinerja 
 

3)  Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala 
 

b.  Pengelolaan akuntabilitas kinerja 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Apakah  terdapat  upayapeningkatan  kapasitas  SDM  yang 

menangani akuntabilitas kinerja 
 

2)  Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun 
 

3)  Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik 
 

4)  Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit 
 

5)  Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala 
 
 

8.  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
 

Peningkatankualitaspelayananpublik bertujuanuntukmeningkatkan 

kualitas pelayanan  publik  pada  masing-masing instansi  pemerintah 

sesuaikebutuhan danharapanmasyarakat.Targetyangingindicapai melalui 

program ini adalah: 
 

a. meningkatnyakualitaspelayananpublik(lebihcepat,lebihmurah, lebih 

aman, dan lebih mudah dijangkau) padainstansi pemerintah; 
 

b. meningkatnya    jumlah    unit    pelayanan    yang    memperoleh 

standardisasi pelayanan internasional padainstansi pemerintah; 
 

c. meningkatnya      indeks      kepuasan      masyarakat      terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi 

pemerintah. 
 

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini 

digunakan indikator-indikator: 
 

a.  Standar pelayanan 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1)  Terdapat kebijakanstandar pelayanan 
 

2)  Standar pelayanan telah dimaklumatkan 
 

3)  Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
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4)  Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan 
 

5)  Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP 
 

b.  Budaya pelayanan prima 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

1) Telahdilakukansosialisasi/pelatihandalamupayapenerapan 

budaya pelayananprima(contoh: kode etik, estetika, capacity 

building, pelayanan prima) 
 

2) Informasi  tentangpelayanan  mudahdiaksesmelaluiberbagai 

media 
 

3) Telah  terdapat  sistem  reward/punishment  bagi  pelaksana 

layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan 

bila layanan tidak sesuai standar 
 

4)  Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi 
 

5)  Terdapatinovasi pelayanan 
 

c.  Pengelolaan pengaduan 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

a)  Terdapat media pengaduan pelayanan 

b)  Terdapat SOP pengaduan pelayanan 

c)   Terdapat unit yangmengelola pengaduan pelayanan 
 

d) Telah  dilakukan  tindak  lanjut  atas  seluruh  pengaduan 

pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan 
 

e)   Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan 
 

d.  Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

a)  Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
 

b)  Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka 

c)   Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat 

e.  Pemanfaatan teknologi informasi 
 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 
 

a) Telah memilikirencana penerapan teknologi informasi dalam 

pemberian pelayanan
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b) Telah  menerapkan  teknologi  informasi  dalam memberikan 
 

 
c) 

pelayanan 
 

Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus 

 

 
B.  Hasil 

 

Sasaranreformasibirokrasi,sebagaimanadituangkandalamGrandDesign 

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mencakup tiga aspek yaitu: 
 

1.  Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan BebasKKN 
 

SasaranterwujudnyapemerintahanyangbersihdanbebasKKNdiukur dengan 

menggunakan ukuran: 
 

a.  Nilai persepsi korupsi(survei eksternal) 
 

b. OpiniBadanPemeriksaKeuanganataslaporankeuanganinstansi 

pemerintah. 
 

2.  Terwujudnya  PeningkatanKualitas  Pelayanan  Publik  Kepada 

Masyarakat 
 

SasaranTerwujudnyapeningkatan kualitaspelayananpublikkepada 

masyarakat diukurmelaluinilai persepsi kualitas pelayanan(survei 

eksternal). 
 

3.  Meningkatnya Kapasitas Dan AkuntabilitasKinerja Birokrasi 
 

Sasaran meningkatnyakapasitas dan akuntabilitas   kinerja birokrasi 

diukur melalui 
 

a.  Nilai akuntabilitas kinerja 
 

b.  Nilai kapasitas organisasi (survei internal)
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BAB  III 

 

TATA CARA DAN MEKANISME 

PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRIREFORMASI BIROKRASI 
 

 
 
 

A.  Metodologi Penilaian mandiri 
 

Metodologi yang digunakan untuk melakukanpenilaian pada komponen 

pengungkit,  adalah  teknik “criteria referrenced test” dengan  cara  menilai 

setiapkomponen dengankriteriapenilaiandarimasing-masingkomponen yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 
 

Sedangkan untuk melakukanpenilaiankomponen hasil,antara lain 

menggunakannilaiakuntabilitaskinerja,nilaikapasitas organisasi(survei 

internal),nilaipersepsi korupsi (surveieksternal),opini Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. 
 

Kriteria  penilaiantertuang  dalam  Lembar  Kerja Penilaian(LKP)  reformasi 

birokrasi. 
 

Nilai  akhir,   kesimpulan,   dan   rencana   aksi   tindak   lanjut  diperoleh 

berdasarkan konsensus tim asesor. 

 

B.  TeknikPenilaian 
 

Teknik   penilaian  pada   dasarnya   merupakan   cara/alat/metode   yang 

digunakanuntukpengumpulandananalisisdata.Berbagai teknikpenilaian dapat 

dipilih untuk mendukung metodepenilaian yangtelah ditetapkan, 

sehinggamampu menjawabtujuan dilakukannyapenilaianini.Teknik 

pengumpulan datayangdigunakanantaralain:kuisioner,wawancara, 

observasi,studidokumentasiataukombinasibeberapa tekniktersebut. 

Sedangkanteknikanalisisdataantaralain:telaahansederhana,   berbagai 

analisis  dan  pengukuran,  metode  statistik,pembandingan,analisislogika 

program dan sebagainya. 

 

C.  Kertas Kerja Penilaian (KKP) 
 

Pendokumentasian  langkahpenilaian dalam kertas kerja perlu dilakukan agar 

pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali. 

 

D. Pengorganisasian Dan Jadwal PelaksanaanPenilaian Mandiri 
 

Pengorganisasianpenilaianmandiripelaksanaan reformasibirokrasiinstansi 

pemerintah dilakukan oleh pimpinan instansi. 
 

Hasil  Penilaian  Mandiri  dilaporkan  oleh  pimpinan  instansi  kepada 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

 
E.  Penilaian MandiriAtas Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Instansi Pemerintah 
 

1.   Penilaianpelaksanaanreformasibirokrasitidakhanyadifokuskanpada
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data yang tertuangdalam dokumen formal semata, tetapi juga dari 

sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi 

birokrasi instansi pemerintah. 
 

2. Penilaian  dan  penyimpulan  penilaian  atas  kemajuan  pelaksanaan 

reformasi birokrasi adalah sebagai berikut: 
 

a. Penilaian  harusmenyimpulkan  hasil  penilaianatasfakta objektif 

instansi pemerintah  dalam  melaksanakan  program  reformasi 

birokrasisesuaidengankriteriamasing-masing komponen yangada 

dalam LKP. 
 

b.  Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut: 
 

1)  Dalam melakukanpenilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) 

komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria. 
 

2) Setiapkomponendansub-komponenpenilaiandiberikanalokasi nilai 

sebagai berikut: 

 

No Komponen Bobot Sub-Komponen 

1 Komponen 

Pengungkit 

60 % a.Manajemen perubahan (5%) 

b.Penataanperaturanperundang- 

undangan (5%) 

c. Penataandan     penguatan 

organisasi (6%) 

d.Penataan tatalaksana (5%) 

e. Penataan  sistem  manajemen 

SDM (15%) 

f. Penguatan Akuntabilitas (6%) 

g. Penguatan pengawasan (12%) 

h.Peningkatankualitaspelayanan 

publik (6%) 

2 Komponen 

Hasil 

40 % a.Kapasitasdan   akuntabilitas 

organisasi (20%) 

b.Pemerintah  yang  bersih  dan 

bebas KKN (10%) 

c.Kualitas pelayanan publik (10%) 

Total 100%  

 
 

3) Setiapsub-komponenpadakomponenpengungkitakandibagi 

kedalam  beberapapernyataan  sebagai kriteria pemenuhan 

sub-komponen tersebut.Setiappertanyaan/pernyataan akan 

dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban 

ya/tidak diberikan   untuk   pertanyaan-pertanyaan   yang 

langsungdapatdijawabyaatautidak.Jawabana/b/c/d/e
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dana/b/c  diberikan  untuk  pertanyaan-pertanyaan  atau 

pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal. 
 

4) Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan 

jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0. 
 

5) Dalam  memberikan  penilaian  “ya”  atau  “tidak”  maupun 

“a/b/c/d/e”, asesor    harus    menggunakan    professional 

judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang 

mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu 

kertas kerjapenilaian mandiri. 
 

6) Setiapsub-komponenpadakomponen hasilakandibagikedalam 

beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen 

tersebut.Setiappertanyaan/pernyataan akandijawabdengan 

angka nominal. 
 

7) Setelah setiappertanyaan diberikan nilaimaka penyimpulan akan 

dilakukan sebagai berikut: 
 

 Tahappertamadijumlahkannilaipadasetiappertanyaan pada 

setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka 

tertentu  misal:  sub-komponen  Gratifikasi  mempunyai 

alokasi nilai 10% dan memiliki 10 ( sepuluh ) buah 

pertanyaan.Dari10 (sepuluh)pertanyaantersebutapabila 

pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka 

nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: (3/10) x 10 = 3; 

 Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang 

memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub 

kriteria,  penyimpulan  tentang  kriteria dilakukan  melalui 

nilai rata-rata; 

 Tahapberikutnyaadalahmelakukanpenjumlahanseluruh nilai 

sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka 

tertentuuntuk total nilai denganrangenilai antara 0 s.d. 100. 
 
 
 

c. Setelahsetiappertanyaandiberikannilaimakapenyimpulanakan 

dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasilpenilaianmandiri 

pelaksanaan reformasibirokrasi dilakukan dengan menjumlahkan 

angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir 

dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk 

menentukan tingkat  pelaksanaan  reformasi  birokrasi,  dengan 

kategori sebagai berikut:
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No Kategori Interpretasi 

 

1 
AA >90-100  

Istimewa 

2 A >80-90 Memuaskan 

3 BB >70-80 Sangat Baik 

4 B >60-70 Baik,  perlu sedikit perbaikan 

5 CC >50-60 Cukup (memadai), perlu banyak 

perbaikan yang tidak mendasar 

6 C >30-50 Kurang, perlu banyak perbaikan, 

termasuk perubahan yang 

mendasar 

7 D 0-30 Sangat Kurang, perlu banyak 

sekali perbaikan  & perubahan 

yang sangat mendasar. 

 

 

 
 
 

Nilai 

Angka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Setelahdiperolehnilaiakhir(IndeksRBunevaluated),Panelasesor 

menetapkan  rencana  aksi  tindak  lanjut  sebagai  dasar  perbaikan 

pada periode berikutnya. 
 

 

F.  Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan 
 

1. PenilaianMandirimerupakanbagiandarisiklusmanajemenyangtidak 

terlepas dari   perubahan   paradigma   baru   dalam   manajemen 

pemerintahan. 
 

2. Untukdapatmencapaitujuantersebut,asesorharusmengembangkan 

keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di 

bidang reformasi birokrasi, agar dapat memberikan sumbangan yang 

berarti untuk  perbaikan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  instansi 

pemerintah. 
 

3. Dalamhalterjadikondisiyangbelumtercakupatauterdapatkeraguan 

terhadap suatu haldari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak- 

pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukankomunikasi 

dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan 

Pengawasan Kementerian   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan 

Reformasi Birokrasi.
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang 
 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB) Online 

merupakansebuahinstrumenbantuberupaaplikasiteknologiinformasi (TI) 

berbasisWeb.  PMPRBOnlineakan mempercepat proses Penilaian 

MandiriPelaksanaanReformasiBirokrasiyangdilakukan olehmasing- masing 

K/L dan Pemda dalam halPengumpulan Data, Pengolahan Data, Evaluasi 

Data, dan Monitoring serta memudahkanprosessaling belajar (bench 

learning) secararealtimeonline. 
 

Untukmemudahkan dalampengguanaanPMPRBonline,dibuatlahsebuah 

buku petunjuk teknissebagai acuan bagi seluruh pengguna 

PMPRBOnline.Buku Petunjuk Teknis PMPRBonlineini dirancang sedemikian 

rupa, agar lebih mudah dan cepat untuk dipahami. 
 

Didalam BukuPetunjuk akan banyakditemuicuplikan gambar (screenshots) 

dari aplikasidan diharapkan dengan cuplikan gambarini, pengguna akan 

lebih cepat memahami penggunaan instrumen PMPRB. 
 

 

B.  Maksud dan Tujuan 
 

Maksud dari Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi secaraOn-lineadalahpanduan yang digunakan oleh 

kementerian/lembagadanpemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi 

Nasional (UPRBN), dan Tim Quality Assurance (TQA). 
 

Sedangkan tujuannya, adalah untuk:
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1. Memudahkan    dan    meningkatkan    efektifitas    serta    efisiensi 

implementasi, sebagaimana termuatdalam Pedoman Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. 
 

2. Dijadikan  sebagai  dasar  menilai  kesiapan,monitoring,danevaluasi 

serta penjaminan kualitas. 
 

 

C.  Ruang Lingkup 
 

Petunjuk Teknis PMPRB secaraonlinemeliputi mekanisme pengoperasian, 

pengelolaan dan penyajian informasi,dan proses pencapaian tujuan dan 

sasaran reformasi birokrasi. 
 

 

D. Pengertian Umum 
 

1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah 

model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk 

melakukan penilaian  serta  analisis  yang  menyeluruh  terhadap 

elaksanaan reformasi birokrasi dankinerja instansi pemerintah. 
 

2.  Onlineadalah bilasuatu sistem terkoneksi/terhubung dengan internet. 
 

3. PMPRBOnline merupakansebuahinstrumenbantuberupaaplikasi 

teknologiinformasi(TI)berbasisWeb untukkemudahanPenilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 
 

4. Assessor adalahseseorang yang memahami prosedur pelaksanaan 

penilaian, dan telah mengikuti pelatihan assessor.
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BAB  II 

TATA CARA DAN MEKANISME 

PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRIREFORMASI BIROKRASI 

SECARA ON-LINE 
 
 

 
A.  Pendahuluan 

 

PetunjukTeknisPMPRBsecaraOnlineadalahpanduanyangdigunakan oleh 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi/Unit Pengelola Reformasi Birokrasi 

Nasional (UPRBN) danTim Quality Assurance (TQA). 
 

Petunjuk Teknis PMPRBsecara Online,digunakan oleh: 
 

1. Kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan 

penilaian kesiapandan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi 

secara mandiri. 
 

2. Kementerian   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi 

Birokrasi/UPRBN untuk  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan 

reformasibirokrasi,pengelolaandata daninformasidalamrangka 

penyusunanprofil pelaksanaanreformasibirokrasibaikpadatingkat 

instansionalkementerian/lembaga,pemerintahprovinsi, pemerintah 

kabupaten  dan   pemerintah    kota   maupun  profil   keseluruhan 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan profilnasional serta 

pelaporan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional 

(KPRBN). 
 

3. TQA untukmelakukan penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi 

birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerahtertentu 

sesuaipenugasan dari KPRBN dan TimReformasi BirokrasiNasional 

(TRBN). 
 

 

B.  Infrastruktur PMPRB Online 
 

PMPRB   secara  Onlinememanfaatkan   teknologi   Aplikasi  Web-Based 

sehingga dalamimplementasinya tidak diperlukan instalasi oleh pihak 

pengguna. 
 

Pengguna dan serverdihubungkan dengan jaringan internet yang sudah 

tersedia di seluruh Indonesia. 
 

Pengguna dapat menggunakan PC/Laptop/Tablet yang telah memiliki 

Browser sepertiFirefox, Internet Explorer (IE), Google Chrome maupun 

lainnya dan koneksi Internet. 
 

DenganaplikasiWeb-Based,pengguna dapatmenggunakan PC/Laptop/Tablet 

denganOperating System(OS)seperti Windows,Linux, Mac, Android.



-4 -  
 
 

 
Server PMPRB Online memanfaatkan Operating System Open Source Linux 

dan enginedatabaseOpen Source PostgreSQL. Server ini besertapenunjang 

sistem dan jaringannya dikelola oleh Kementerian PAN dan RB. 
 

Infrastruktur dari PMPRBOnlinedapatdilihat pada gambar berikut ini. 
 

 
 
 
 

INFRASTRUKTURPMPRBONLINE 
 

 
 
 

ServerPMPRB 

DiKemPANRB 
 

Userdi 

Kementerian/ 
Lembaga 

 
 
 

Userdi 
Pemerintah 
Kabupaten/ 

Kota 

 
Userdi 

Pemerintah 

Provinsi

 
 
 
 
 
 

C.  Proses pada PMPRBOnline 
 

Proses yang terjadi pada aplikasiPMPRBOnlineadalah sebagai berikut : 
 

1.  Serveryangmenyimpandatabaseterletakdi“PMPRBResourceCenter” 

dan terhubung ke jaringan internet. 

2. K/L danPemda menggunakan PC/Laptop/Tablet yang terhubung 

dengan jaringaninternet, mengakses aplikasi PMPRB Online melalui 

browser seperti Firefox, IE,Google Chrome. 

3. K/L  dan  Pemda  melakukan  pengisian  Penilaian  Mandiri  yang 

selanjutnya datatersebut akan terkirim ke Database pusat. 

4. DaridatahasilpenilaianpelaksanaanRBolehseluruhK/LdanPemda, akan 

diperolehinformasi mengenai daftar K/L dan Pemda yang telah 

mengirimkan PMPRB nya secaraonline. 

5. Kementerian PANdan RB c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, 

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,berperan sebagaiAdmin 

MENPANRByang berfungsi melakukanPengelolaan Data,Penilaian, 

Monitoring dan Evaluasi serta pembuatan Profil PelaksanaanReformasi 

Birokrasi baik di tingkatnasional. 
 

 

Proses pada PMPRB Online, dapat dilihatpada gambar berikut ini.
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Sekjen/Sestama/ 

Sekda/SekretarisKL/P 

Submitdatahasil 
PMPRB 

ServerPMPRB 

DiKemPANRB

 
 

 
Irjen/Irtama/Irda/Inspektur 

KoordinasiPMPRBdan 

InputdataHasilPMPRB 

Masyarakat/Publik 

Informasikemajuan 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi 

 
PMPRBResource 

Center 

Pengolahandata, 

Monevdan 

Penyusunan Profil 

RB

 
 
 
 

 

D. Diagram Alur Proses PMPRB Online 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. KementerianPANRBmelaluiAdminMENPANRBakanmemberikanID 

dengan kata    sandi    kepada    Inspektur   Jenderal/Inspektur 

Utama/Inspektur Daerah/Inspekturdan Sekjen/SesmenSestama/ 

Sekda disetiapK/L/Pemdauntukdapatmasukkedalamaplikasi PMPRB.
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2. Setelahmasukaplikasi,diharuskanuntukmemperbaruidataprofil sebelum 

melakukan penilaian. 
 

3. InspekturJenderal/InspekturUtama/InspekturDaerah/Inspektur 

bertugasuntukmengkoordinasikanpenilaiandanmenginput datahasil 

PMPRB ke dalam aplikasi PMPRBonline. 
 

(Agar penilaian mencerminkan penilaian instansi secarakeseluruhan 

instansi,makaperludibentuktimasesordariberbagaiunsurunit kerja   

yang   melakukan   penilaian   bersama   di   bawah  koordinasi 

Inspektur  Jenderal/Inspektur  Utama/InspekturDaerah/Inspekturdi 

masing-masing instansi. Hasil penilaian tim diinputdan disampaikan 

kepada Sekjen/Sesmen Sestama/Sekdasecaraonlinedengan menekan 

tombol "KirimPenilaian" di daftar penilaian. 
 

4. Sekjen/Sesmen/Sestama/Sekda bertugasuntuk memeriksa hasil 

penilaian yang    telah    dikirim    Inspektur    Jenderal/Inspektur 

Utama/Inspektur Daerah/Inspektursebelum dikirim keKementerian 

PAN dan RBsecara online. 
 

Apabila dirasa ada kekurangan atauperlu perbaikan di dalam penilaian 

tersebut,Sekjen/Sesmen Sestama/Sekdadapat mengirimkankembali 

penilain tersebutkepadaInspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur 

Daerah/Inspekturuntuk diperbaiki kembali. 
 

Apabila hasil PMPRB yang disampaikan oehInspektur 

Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur Daerah/Inspekturdirasakan 

sudah  memadai,  maka Sekjen/Sesmen  Sestama/Sekda mensubmit 

hasil PMPRB ke Kementerian PAN dan RB. 
 

5. Setiap penilaianyang telah dikirim oleh Setjen/Sesmen/Sestama/ Sekda 

keKementerianPANRBakansegeradiperiksadandievaluasi oleh tim 

evaluator. 
 

6.  Selesai. 
 
 
 

 
E.  Memulai Aplikasi PMPRB Online 

 
1.  Persiapan Awal 

 
Untukdapatmenggunakan PMPRBOnline,perludipersiapkanhal berikut : 

 

a. Sebuah PC/Laptop/Tablet. 

b. Koneksi dengan Internet. 

c. OS Komputer : Windows, Linux, MacOs, Android atau yang lain. 
 

d. Browser/Perambah:Firefox,InternetExplorer(IE),GoogleChrome, 

Safari atauyang lain.
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PC/Laptop/Tabletyangdigunakan tidakadaspesifikasikhusus,hanya 

disarankanresolusilayarminimaladalah:1200X768 pixel,untuk 

kemudahan pemakaian aplikasi. 

 

 

2.  Menjalankan Aplikasi 
 

Untuk menjalankan aplikasi PMPRB Online caranya: 
 

a.  Buka Browser. 
 

b.  Ketikalamatsitusberikut:http://pmprb.menpan.go.idlaluklik 

<ENTER> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Langkah-Langkah Penggunaan Aplikasi PMPRB : 
 

a.  Masuk aplikasi : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UntukmemasukiaplikasiPMPRB,gunakanIDpenggunadankata 

Sandi yang didapatkan dari Admin MENPANRB. 
 
 

b.  Halaman beranda aplikasi PMPRB 
 

Setelah melaluiproses login aplikasi, layar yang akan terlihat adalah 

sebagaimana di bawah ini.

http://pmprb.menpan.go.id/
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Posisi awal: 
1.     belumada    nama 
pengguna 

2.     Nilaimasih B.a. 
3. Peringatan        untuk 

melengkapi identitas 
sebelum mengisi. Jika 
identitas belumdiisi, 
makatidak dapat 
masuk keproses 
selanjutnya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibagianatas,setelah“SELAMAT DATANG,”padaposisiawal belum 

ada nama pengguna. Jika sudahpenilaian mulai diisi, maka akan 

muncul nama pengguna (Inspektur). 
 

Di sisi sebelah kiri layar adalah menu untuk masuk ke proses 

selanjutnya, sedangkan disisi sebelah kanan terdapat dua tabel. 

Tabel pertama menunjukkan hasil penilaian terhadap Proses, 

sedangkan tabel kedua menunjukkan hasil penilaian Hasil. 
 

PosisiawaladalahB.asingkatandaribelumada penilaian(belum 

dilakukan penilaian). Jika penilaian sudah dilakukan, maka B.a 

akanberubahsesuaidenganprogrespenilaianyang sudah diinputkan. 
 

Disisi bagian bawah sebelah kanan, terdapat peringatan agar 

pengguna 

mengisiidentitas,sebelummelanjutkankepenilaian.Penilaian tidak 

dapat dilanjutkan jika identitas belum dilengkapi. 
 

Pengisian identitasdapat dilakukan dengan mengklik Identitas 

pada menu atau klik pada  . 
 
 

 

c.  Menu Identitas 
 

Layaryangakanterlihatuntukmenuidentitasadalah sebagai berikut:
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Klik padamenu                        untuk mengisi identitas, dan 

untuk mengubah sandi. 

 

Tampilan untuk menu ubah identitas adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Isilahprofil,karenaprosesselanjutnyatidakdapatdilakukanjika profil 

belum lengkap. 
 

Tampilan untuk menu ubah sandi adalah sebagai berikut:
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d.  Menu Penilaian 
 

Menu penilaian hanya bisa diproses jika identitas sudah terisi 

lengkap. 
 

Untukmasukkemenupenilaian,klikmenu“PENILAIAN”   yang 

terletakdisisisebelahkiriatauklik“INPUT PENILAIAN” di bagian paling 

bawah. 
 

Layar yang akan terlihat adalah sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada halaman penilaian, akan muncul dua tombol yang terdiri diri: 

untuk mengisipenilaian Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi,   dan   tombol    untuk  melihat  hasil 

penginputan dari penilaian yang telah diinputsebelumnya.
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Pada saat memilih menu                        akan muncul dua menu 

untuk pemilihankatagori penilaian, yaitu "Proses"dan  "Hasil" 

sebagaimana terlihat pada layar di bawah ini: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selanjutnya dapatdilakukan penilaianProses dengan mengklik 

maupun Hasil dengan mengklik . 
 

e.  Penilaian Proses 
 

Tampilan layarsetelah masuk  adalah sebagai 

berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Setelahmembukahalamanyangberisi pertanyaanuntukPenilaian 

Proses. Anda akan menemui beberapa tombol untuk 8program 

Reformasi Birokrasi.
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Jika penilaian baruakan dimulai, maka tab folder berwarna abu- 

abu.Jikapenilaiansudadimulaidanbelumselesai,makatab folder 

berwarna merah. Dan jika penilaian sudah selesai dilakukan, maka 

tab folder akan berwarna merah. 
 

Sebagaicontoh,jika akan melakukanpenilaianterhadapprogram 

Manajemen Perubahan, ikuti langkahsebagai berikut: klik pada 

folder  , selanjutnya klik pada indikator nomor 1, yaitu 

, dan  lakukan penilaian pada setiap butir 

pertanyaan yang terdapat dalam indikator ini. Tampilan layar 

adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Setelah seluruh pertanyaan terjawab sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya, pada bagian bawah terdapat tombol “SIMPAN”. Klik 

tombol ini untukmengakhiri setiap proses penilaian. Perubahan 

dapat   dilakukan   setiap  saat  kecuali  jika  sudah   dikirim 

Kementerian PAN dan RB. 
 

Prosedur penilaian yang sama berlaku untuk indikator lainnya. 
 
 

 

f.   Penilaian Hasil 
 

Tampilan  layar  setelah  masuk  adalah  sebagai 

berikut:
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Halamaniniberisi3sasaranreformasibirokrasi sebagai representasi 

dariPenilaian Hasil.Prosedur penilaian dilakukan sama seperti 

menilai Proses, dan diakhir denganmengklik tombol simpan. 
 
 
 

g.  Progres Penilaian 
 

Untuk melihat progres penilaian, ikut prosedur sebagai berikut: 
 

Klik Penilaian pada menu 

Klik  
 

Selanjutnya akan terlihat tampilan layar sebagai contoh berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampilanlayarinimerupakanpreview penilaiandengannilainya yang 

telahdiinputkan sebelumnya. Padakolom opsi penilaian, terdapat 4 

menu:
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Penilaian Lengkap, untuk melihat detail pengisian evaluasi 

PMPRB. 
 

PenilaianKomponen,untukmelihathasilpengisianevaluasi 

PMPRB yang dilengkapi dengan grafik 
 

Input/Perbaiki,untukmengubahjawabanpengisianevaluasi 

PMPRB. 
 

 Kirim Penilaian, untuk mengirim hasil pengisian evaluasi 

PMPRB ke Setjen/Sesmen/Sestama/Sekdauntuk ditindak- 

lanjuti. 
 

 
 

h.  Penilaian Lengkap 
 

Untuk melihatpenilaian lengkap, klik  , maka akan 

ditampilkan seluruh hasil pengisian PMPRB dalam bentuk tabel 

lengkap besertaindikator dan jawaban yang telah diisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i.   Penilaian Komponen 

 

Untuk melihat hasil pengisian PMPRB ditampilkan dalambentuk 

tabel dangrafik diagram, klik   . Tampilan layaradalah 

sebagai berikut:
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j. Input/Perbaiki  

 
 

Untuk memperbaiki data, klik 

adalah seperti pada butir e. 

 

, tampilan 
 

layar 

k. Kirim hasil penilaian ke Sekretaris 
  

 

Untuk mengirimkan hasil penilaian ke Sekretaris, klik                 , 

tampilan layar adalah sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam   layar   akan   muncul   peringatan,   jika   dipandang   hasil 

penilaian sudah cukup merepresentasikan profil reformasi birokrasi 

menurut pandangan para penilaian yang dikoordinasikan oleh 

Inspektorat,maka dapatdikliktombol OK. Tampilanlayarsetelah 

dikirim ke Sekretaris adalah sebagai berikut:
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Daritampilanlayar ini,pimpinandapatmelihathasilpenilaian dengan 

mengklik dua tombol yang tersedia. 
 

 
 

l.   Kirim hasil ke Kementerian PAN dan RB 
 

Hasil PMPRB dikirimkan oleh Sekretaris Kementerian/Lembaga/ 

PemerintahDaerahsebagaiketuaPelaksananReformasiBirokrasi di 

instansinya masing-masing secaraonline.Halini bisa dilakukan 

jikahasilPMPRB telahdikirimdari InspektoratKementerian/ 

Lembaga/Pemerintah Daerah. 
 

Adapun prosedur pengiriman adalah sebagai berikut: 
 

1)SekretarisKementerian/Lembaga/PemerintahDaerahmasuk ke 

dalam PMPRB online dengan prosedur yang sama, yaitu mengisi 

ID dan Sandi yang telahdiberikan; 

2)Klik  Penilaian  pada  menu  sebelah  kiri,  maka  akan  tampak 

tampilan layar sebagai berikut:



-17 -  
 
 

 
Untuk melihat penilaian lengkap dan penilaian komponen, 

tampilan layar adalah sebagaimana pada butir h dan i. 
 

3)Jika  ternyata  hasil  penilaian  masih  harus  diperbaiki,  maka 

Sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  dapat 

mengkliktombol .Tampilanlayaradalahsebagai 

berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalamlayarakanterdapatperingatan,danjikadiklikOK,maka 

Inspektorat harus memperbaiki hasil penilaian. 
 

4)Jika  hasil  PMPRB dipandang  telah  merepresentasikan  profil 

pelaksanaan reformasi birokrasi diinstansi, maka hasil PMPRB 

dapatdikirimkankeKementerianPANdanRBdenganmengklik 

. Tampilan layar akan terlihat sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalamlayarakanterdapatperingatandanjikadikliktombol 

OK,makahasilPMPRBsudah dipandangfinaldantidakdapat 

dirubah lagi.
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F.  Penyampaian Hasil PMPRB Online 

 

Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyampaikan hasil 

penilaiankemajuanpelaksanaan reformasibirokrasisecaraonlinekepada 

Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  NegaradanReformasiBirokrasi/ 

UPRBN  minimal  sekali  dalam  setahun  pada  akhir  bulan Maret  untuk 

periode tahun sebelumnya. 
 

 

G. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan 

 
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  NegaradanReformasiBirokrasi/ 

UPRBN memfasilitasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam 

rangka penerapan PMPRB melalui metode saling belajar dan tukar 

pengalaman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antar instansi 

pemerintah dalam dan/atau luar negeri guna peningkatan kualitas 

pelaksanaan reformasibirokrasikementerian/lembaga dan pemerintah 

daerah. 
 

Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan 

terhadapsuatuhal daripetunjukteknis ini,makakepadapihak-pihakyang 

terkait,diharapkanuntuk senantiasamelakukan komunikasi dengan 

KementerianPendayagunaanAparaturNegaradanReformasi Birokrasic.q. 

Deputi  Bidang  Reformasi  Birokrasi,  Akuntabilitas Aparatur  dan 

Pengawasan. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal      April 2014 
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PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH 
 

 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang 
 

Pelaksanaan ReformasiBirokrasisebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi2010-2025sudahmemasuki tahunke4(empat)dansudah 

dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah 

daerah. ReformasiBirokrasi sebagai sebuah program nasional juga perlu 

dilakukan monitoring dan evalusi berkala untuk mengetahui sejauh mana 

kemajuan pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

juga  untuk  memberikan  sebuah  rencana  aksi  tindak  lanjut  perbaikan 

untuk periode berikutnya, baik yang dilakukan pihak internal (manajemen) 

maupun pihak eksternal yaitu TimQualityAssurance (TQA)dan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) 

melalui Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). 
 

PenilaianMandiriPelaksanaanReformasiBirokrasi(PMPRB)yangselama ini 

digunakan oleh manajemen instansi pemerintah, dimaksudkan untuk 

mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan tujuan yang 

samaTim QA juga melakukan evaluasi, namun dengan alat yang berbeda. 

Evaluasi internal dengan menggunakan PMPRB maupun evaluasi eksternal 

yang dilakukan Tim QA selama ini lebih berfokus kepada pemenuhan 

dokumensajadantidakmengarahlangsungkepada8areaperubahandan 

3sasaranreformasibirokrasiSedangkan UPRBNyangbertanggung jawab atas  

kemajuan  pelaksanaan  RB  melakukan  evaluasi  yang  lebih
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menitikberatkan pada hasil yang dirasakan olehpegawai maupun 

masyarakat pada 8 area perubahan dan 3 sasaran reformasi birokrasi. 
 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan objek monitoring dan evaluasi 

yang dilakukan oleh pihak eksternalmaupun pihak internal, yang akan 

menyebabkan perbedaan kesimpulan mengenai pelaksanaan reformasi 

birokrasi, maka dirasa perlu untuk menyusunpedomanevaluasi 

pelaksanaanreformasibirokrasiyangdapatdigunakan olehpihakinternal dan 

pihakeksternal sebagai sebuahstandar pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Pedomanevaluasi ini jugadiharapkan dapatmenselaraskan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi RB sebagai siklus 

menajemen untuk perbaikan berkesinambungan. 
 

Untuk   menjaga   obyektifitas   pelaksanaan   penilaian   secara   mandiri 

penilaiaan secara eksternalpun perlu dilakukan.Dengan demikian 

pelaksanaan evaluasisecaraeksternalperludiaturdalamsuatupedoman 

tersendiri, yaitu Pedoman Evaluasi Eksternal Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Instansi Pemerintah. 

 

B.  Maksud dan Tujuan 

1. PedomanEvaluasiEksternalPelaksanaanReformasiBirokrasiInstansi 

Pemerintah,dimaksudkan untukmemberipanduan bagievaluator dalam: 
 

a.  Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; 
 

b. Memahamistrategievaluasidanmetodologiyangdigunakandalam 

evaluasi; 
 

c. Menetapkanlangkah-langkahkerjayangharusditempuhdalam proses 

evaluasi; 
 

d. MenyusunLaporan  Hasil  Evaluasi  (LHE)  dan  memahami 

mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan 

datanya. 
 

2. Adapun  tujuan  dilakukan  evaluasi  secara  eksteral  pelaksanaan 

reformasi birokrasi, adalah untuk: 
 

a. memperolehinformasitentangpelaksanaanreformasibirokrasidi 
instansi pemerintah; 

 

b. menilaipelaksanaandanpencapaianreformasibirokrasiinstansi 
pemerintah; 

 

c. memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian 
reformasi birokrasi instansi pemerintah; 

 

d. memonitor   tindak  lanjut   rekomendasi hasil evaluasi  periode 

sebelumnya; 
 

e. menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi yang 
akan disusun olekKementerian Pendayagunaan AparaturNegara 

dan Reformasi Birokrasi.
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C.  Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup evaluasi  meliputi : 
 

1. Evaluasi  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pada  seluruh  instansi 

pemerintah. 
 

2. Evaluasiterhadappelaksanaanreformasibirokrasidilakukandengan 

mempertimbangkanupayayangtelah dilakukanevaluatansampai dengan 

saat terakhir pembahasan hasil evaluasi. 

 

D. Pengertian Umum 
 

1. Agen perubahan(Agent of Change) adalah individu/kelompok yang 

terlibat dalam merencanakan perubahan dan mengimplementasikan- 

nya. 
 

2. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi 

pemerintah untuk    memberikan    informasi    dan    pelayanan 

bagipegawainya, proses bisnis, serta  hal-hal lain yang  berkenaan 

dengan pemerintahan. 
 

3. Evaluasi  eksternal  adalah  evaluasi  atas  pelaksanaan  reformasi 

birokrasiyangdilakukanolehtimyang ditugaskan olehUnitPengelola 

Reformasi Birokrasi Nasional. 
 

4. Harmonisasiadalahkeserasianantaraperaturanperundang-undangan 

antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal 

(hierarki perundang-undangan)   ataupun   horizontal   (perundang- 

undangan yang sederajat). Keserasian tersebut, yakni tidak ada 

pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan 

tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat 

ataupun mempertegas dan memperjelas. 
 

5. KegiatanutamaadalahKegiatanyangberhubunganlangsungdengan tugas 

fungsi organisasi. 
 

6. Kertaskerjaadalahlembarisian/jawabanataspertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 
 

7. Konsensus adalahproses untuk menghasilkan atau menjadikan 

kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama. 
 

8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah 

model  penilaian  mandiri  yang  berbasis  prinsip-prinsipTotal Quality 

Management(TQM),dandigunakansebagaimetodeuntuk melakukan 

penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi 

pemerintah. 
 

9. Rolemodeladalahindividuyangbisadijadikancontohdalamprestasi 

kerjanya, polafikirnya (mind set) dan  budaya kerjanya (cultur set) 

dalam proses perubahan 
 

10.Tim  asessor  adalah  tim  yang  dibentuk  untuk melakukan  penilaian 

mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi  di instansi pemerintahnya.
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11.Unit kerja adalah unit organisasi eselon 1 dan Unitkerja mandiri pada 

kementerian/lembaga dan Satuan KerjaPerangkat Daaerah pada 

pemerintah daerah.
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BAB II 

 

MODEL EVALUASI EKSTERNAL 
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH 

 

 

Evaluasi ekternal adalah proses validasi/verifikasi terhadap informasi yang 

dihasilkan padaproses PMPRB. Hubungan  antaraEvaluasi eksternal dan PMPRB 

yang dilakukan oleh instansi pemerintah digambarkan melaluimodel berikut ini : 

 

 
 

 

SetelahhasilPMPRBinstansipemerintahditerimaolehKementerianPANdan RB 

maka Kementerian PAN dan RB melakukan validasi/verivikasi terhadap 
informasi  kemajuan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang  terdapat  pada 
Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan instansi pemerintah.
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BAB  III 

 

TATA CARA DAN MEKANISME 

EVALUASIEKSTERNAL PELAKSANAAN REFORMASI 

BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH 
 

A.  Metodologi Evaluasi 
 

Metodologiyangdigunakan untuk melakukan evaluasireformasibirokrasi 

padakomponenpengungkit,adalahteknik“criteria referrencedtest”dengan cara 

menilai setiap komponen dengan kriteria evaluasi dari masing-masing 

komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 

Sedangkan untuk melakukan evaluasi komponenhasil,antara lain 

menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei 

internal),nilaipersepsikorupsi(survei eksternal),opiniBadanPemeriksa 

Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. 
 

Kriteriaevaluasitertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) reformasi 

birokrasi. 
 

Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh 

berdasarkan konsensus tim evaluator. 

 

B.  TeknikEvaluasi 
 

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang 

digunakan untuk pengumpulan dan analisisdata.Berbagaiteknik evaluasi 

dapat dipilih untuk mendukung metode evaluasi yang telah ditetapkan, 

sehinggamampu menjawabtujuan dilakukannyaevaluasiini.Teknik 

pengumpulan datayangdigunakanantaralain:kuisioner,wawancara, 

observasi,  studi  dokumentasi  atau  kombinasibeberapatekniktersebut. 

Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai 

analisisdanpengukuran, metodestatistik,pembandingan, analisislogika 

program dan sebagainya. 

 

C.  Kertas Kerja Evaluasi (KKE) 
 

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerjaperlu dilakukan agar 

pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan 

dijadikan dasaruntuk penyusunanLHE.Setiap langkahevaluator yang cukup 

pentingdan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan 

dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan 

data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan  

permasalahan.  Data  dan  deskripsi  fakta  ini  ditulis  mulai  dari 

uraianfaktayangada,analisis(pemilahan,pembandingan,pengukuran, dan 

penyusunan argumentasi), sampai pada simpulannya. 

 

D. Pengorganisasian Dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi 
 

1. Pengorganisasianevaluasireformasibirokrasiuntuktingkatpemerintah pusat, 

pemerintahprovinsi/kabupaten/kota sepenuhnya dikendalikan
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No Kategori Interpretasi 

 

1 
AA >90-100  

Istimewa 

2 A >80-90 Memuaskan 

3 BB >70-80 Sangat Baik 

4 B >60-70 Baik,  perlu sedikit perbaikan 

5 CC >50-60 Cukup (memadai), perlu banyak 

perbaikan yang tidak mendasar 

 

 
 

 
oleh Kementerian PAN dan RB. 

 

2. Hal-hal yangberkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian evaluasi, seperti: penanggung jawab evaluasi, mekanisme 

penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua UPRBN. 
 

3.  KementerianPANdanRBmelakukansosialisasipetunjukpelaksanaan 

evaluasi dan memonitor pelaksanaan evaluasireformasi birokrasi. 
 

4. Laporan  Hasil  Evaluasi  secara  nasional akandilaporkanolehMenteri PAN 

dan RB kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). 

 

E.  Evaluasi Atas Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
 

1. Agar di dalam melakukan evaluasi secara eksternal ada kesamaan 

persepsidanmetode,evaluasiakan difokuskankepadaprogram- program 

reformasi birokrasiyang sesuai dengan Model pada PMPRB. 
 

2. Penilaian danpenyimpulan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan 

reformasibirokrasidilakukandenganmenggunakan dataawalhasil PMPRB 

instansi pemerintah: 
 

a.  Langkah evaluasidilakukan sebagai berikut: 
 

1) Evaluatormemintadokumenpendukungyangdigunakanoleh 

instansi pemerintah dalam melakukan PMPRB. 
 

2) Evaluatorkemudianmelakukanvalidasiataspenilaianyang 

terdapat dalam masing-masing pertanyaan yang ada di PMPRB 

berdasarkan verifikasi dokumen maupun data pendukung 

lainnya yang diperoleh ketika melakukan evaluasi. 

b. Setelah  atas  penilaian  pertanyaan  dalam  PMPRB  diberikan 

dilakukan validasi,  maka  penyimpulan  atas  hasil  evaluasi 

pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukandengan menjumlahkan 

angka tertimbang darimasing-masing komponen yang telah 

divalidasi. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen 

akan dipergunakan  untuk  menentukan  tingkat  pelaksanaan 

reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut: 
 

 

Nilai 

Angka
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6 C >30-50 Kurang, perlu banyak perbaikan, 

termasuk perubahan yang 

mendasar 

7 D 0-30 Sangat Kurang, perlu banyak 

sekali perbaikan  & perubahan 

yang sangat mendasar. 

 
 

3. Evaluasipelaksanaanreformasibirokrasitidakhanyadifokuskanpada 

datayangtertuangdalamdokumen formalsemata,tetapijugadari sumber 

lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi 

instansi pemerintah. 

 

F.  Pelaporan 
 

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal- 

hal penting bagi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasiinstansi 

pemerintah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil 

evaluasi(tentative finding)dansaranperbaikannyaharusdiungkapkan 

secarajelasdandikomunikasikankepadapihakinstansi yangdievaluasi untuk 

mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya. 
 

Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan 

yang baik, yaitu antara lain: 
 

1. Penggunaankalimatdalamlaporan,diupayakanmenggunakankalimat 

yangjelasdanbersifatpersuasifuntukperbaikan.  Kalimatlaporan tidak 

bolehmenggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan 

dalam proses penyimpulan dan kompilasi data. 

2. Evaluator harusberhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil 

evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan. 

 

G. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan 
 

1. Evaluasimerupakanbagiandarisiklusmanajemenyangtidakterlepas dari 

perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan. 
 

2. Untukdapatmencapaitujuantersebut,parapenyelenggaraevaluasi harus 

mengembangkan keahlian profesionalnya, termasukmengikuti 

perkembangan terbaru dibidang reformasi birokrasi, agar dapat 

memberikansumbanganyangberarti untukperbaikanpelaksanaan 

reformasi birokrasi instansi pemerintah. 
 

3. Dalamhalterjadikondisiyangbelumtercakupatauterdapatkeraguan 

terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak- 

pihak yang    terkait   diharapkan    untuksenantiasa  melakukan 

komunikasi dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas 

Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi.
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